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FEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

%

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 2007 5

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EANYUMAS
NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI| BANYUNAS,

Menimbang ‘a. bahwa dengan telah oditetapkannya Persturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketigs Peraturan
Femerintah Republik Indenesa Nemor 24 Tahun 2004
lentang Kecudukan Protokoler dan Keuangan Fimpinan dan
Anggata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Feraturan
Cacrah Kabupater Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah
diubah dergan Peraturar Dgzerah Kabupaten Banyumas
Nemor 11 Tahun 2005, perlu disesugzikan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, periu
menetapkan Peraturan Caerah Kabupaten Banyumas tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Memor 34 Tahun 2004 tantang Kedudukan



Mengingat

[, ]

Frotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas,

Undang-Undang MNemor 413  Tahun 1950 tantang
Pembentukan Daerah-daerah Kzbupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah'in 1987 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor
3363) ;

Undang-Undang Nemor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 4236) ;

Undang-Undang Momor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan  Kedudukan Majelis Pormusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Ferwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara
Republix Indonesia Tahun 2003 Nemor 92, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4310} :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharsan MNegara (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2004 MNomor 5. Tambshan Lermbaran
Negara Republik Indonesia Normor 4355) :

Undang-Undang Nomeor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undengar (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 53,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indocnesia Nomar
4388) ;

Undang-Undang MNomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomer 125, Tambahan Lambaran Negara
Republik_Indonesia Nomor 4437) sebagaimana tzlah diubah



dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Uncang-Undang
Momor 3 Tahun 2005 tentang Pcrucahan Atas Undang-
Jndang Nomor 32 Tahun 2004 fentang Pemerintahan
CDacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4493) yang telah ditatapkan menjadi Undarg-Undang
dengan Lindang-Undang MNomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,

Tambahan Lembaran MNegare Republik Indonesiz Nomor
4548) .

8. Undang-Undang MNomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerzh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomeor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 4438) ;

9. Peraturan Pemerintah MNomor 62 Tahun 1990 tentang
Ketentuan Keprotokolan Mengznai Tata Tempat, Tata
Upacara dan Tata Penghormatan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Momer 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432) ;

10.Peraturan  Pemerintah MNomor 25 Takun 2000 tentang
Kewanangan Pemaerintzh dar Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran MNegaia Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 54, Tambzhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3652) ;

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaen dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 MNomor 185, Tambahan Lembaran MNeagara
Republik Indenesia Nomor 4583

12 Persturan Pemerintah Momor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota



Uewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tehun 2004 Nemor 90 , Tambahan
Lembaran Megara Ropublik Indonesia Nomeor 4416 );
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dangan
Peraturan Pemerintah Momeor 21 Tahun 2007 tentang
Ferubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggeta Dewan Perwakilan Rakyat
Casrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomar 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4712) '

13.Pecraturan Pemerintah Momor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Peryusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republix Indonesia Tahun 2004 MNomor 91 |
Tambahan Lembaran Negzra Reopublik Indonesia Nomer
4417 ),

14 Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tertang
Pengelolagn Keuangan Daerah | Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tembahan Lembaran
Negara Republix Indonesia Nomaor 4573);

15 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nemar 34 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keusngan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Xabupaten
Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor
28 Ser E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas MNomor “1 Tahun 2005
tenfang Perubahan Atas Peraturan Caerah Kabupaton
Sanyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilarm Rakyat Daerah Kabupzaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabugaten Banyumas Tahun 2005 Nomar 8 Seri E),



-

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan | PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUFATEN BANYUMAS
NOMOR 34  TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerakh Kabupaten Baryumas Momor 34
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kabupatsn Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Sanyumas Tahun 2004 Momor 28 Seri E), sebzgaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomeor 11 Tahun 2005 { Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 8 Seri E). diubah sebagai berikut :

. Diantara angka 21 dan angke 22 Pasal 1 disisipkan ? (dua) angka yakni
angka 21a dan angka 21b, schingga berbunyi sebagai cerikut :

21a. Tunjangan Komunikasi Intensif adzlah uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dzlam rargka mendorong
peningkatan kinerja dalam Pimpinanr dan Arggota CPFRD

21b. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana vang
disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang
kegiatan cperasional yang berkaitan dengan representasi. pelayanan.
dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan
DPRD sehari-hari



